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BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Sesuai tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini serta hasil analisis dan

pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Potensi Penerimaan Retribusi Obyek Wisata Gua Alam Batu Cermin  setiap

tahun mengalami peningkatan yakni tahun 2012 sebesar Rp 32.030.000,00 tahun

2013  sebesar Rp 40.915.000,00 dan pada  tahun 2014 meningkat menjadi Rp

125.195.000,00. Hal ini dipengaruhi oleh kegiatan (event) penting yang berskala

internasional terjadi pada tahun 2013 dengan adanya Sail Komodo dan

berpengaruh besar pada tingkat  kunjungan wisatawan ke obyek wisata Gua Alam

Batu Cermin. Namun hasil penelitian ini pada tahun 2014 berbeda dengan

realisasi penerimaan yang tercatat oleh  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu

Rp 43.925.000, hal ini terjadi selisih sebesar Rp  81.270.000,00. yang

dipengaruhi oleh: Penarikan retribusi masuk obyek wisata Gua Alam Batu

Cermin tidak sesuai dengan banyaknya pengunjung yang masuk berkelompok.

2. Penerapan Regulasi Daerah tentang sistem penerimaan Retribusi Masuk Obyek

Wisata Gua Alam Batu Cermin belum terlaksana dengan baik

6.2  Saran

Pariwisata Gua Alam Batu Cermin adalah salah satu potensi penerimaan

Retribusi di Kabupaten Manggarai Barat. Disarankan kepada pengelola dalam hal

ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut :
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1. Untuk meningkatkan Penerimaan Retribusi Obyek Wisata Gua Alam Batu

Cermin, harus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Oleh karena itu

perlu adanya peningkatan sarana pendukung pariwisata seperti: mengadakan

kegiatan ( envent) berskala internasional untuk mempromosikan tentang setiap

obyek wisata  yang berada di Kabupaten Manggarai Barat khususnya Obyek

Wisata Gua Alam Batu Cermin dengan cara mengemasnya dalam paket wisata

termasuk  ekowisata agar wisatawan lebih mudah untuk berkunjung kesetiap

obyek wisata,  Perlu Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), Wisata kuliner,

perbaiki selter, menyiapkan tempat parkir, penertipan hewan peliharaan,

penambahan tempat sampah, menyiapkan papan informasi bagi wisatawan agar

tetap menjaga kelestarian alam dan lingkungan, pentas seni, pameran

kebudayaan dan menyiapkan souvenir daerah.

2. Untuk meminimalisir  resiko dan timbulnya kecurangan yang akan terjadi perlu

adanya  sistem pengendalian internal seperti : wisatawan wajib membayar

retribusi masuk obyek wisata  perorang dan selama berada dalam lingkungan

obyek wisata, wisatawan wajib memiliki karcis  tanda masuk obyek wisata Gua

Alam Batu Cermin.
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